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Uji materi KPP: Menkeu Agus D. W. Marto-
wardojo mempersilakan DPR untuk mengajukan 
uji materi PMK No.133/2010 ke MA.  (Hal. 2)

Obligasi Mesir: Pasar merespons positif 
lelang surat utang pemerintah Mesir seiring 
mereda nya ketegangan politik. (Hal. 3)

Toko baru:  PT Indomarco Prismatama tahun 
ini akan mengonversi 100 gerai minimarketnya 
dengan outlet premiun. (Hal. 6)

Bangun pabrik:  
22 Pro dusen alas 
kaki wanita, sepatu 
olahraga asal 
Taiwan, Korsel, dan 
Vietnam siap mena-
namkan modal di RI. 
(Hal. 8)

Mengkhawatirkan: 
Industri otomotif di 
Tanah Air memasuki 
2011 dengan harap-
harap cemas karena   
banyak faktor negatif 
yang bakal mengan-
cam.  (Hal. 9)
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NAVIGASI

Sulit jual saham:  UBS dan Ci tigroup, kesu-
litan menjual saham Garuda Indonesia kepada 
investor luar negeri. (Hal. f1)

Prospek Kalbe Farma: Hampir semua 
analis ber  pendapat industri far masi masih 
memiliki pros pek untuk tumbuh stabil. (Hal. f3)

Regulasi sertifikasi: Pelaku jasa konstruksi 
mendesak pe-merintah memberi kepastian 
terhadap sejumlah regulasi yang dinilai tidak 
sinkron. (Hal. i1)

Pengawasan BBM: Hiswana Migas meminta 
pemerintah memberikan perlindungan hukum 
dan kepastian teknis pengawasan. (Hal. i2)

Pilihan pelanggan: Potensi pasar telekomu-
nikasi di In  do nesia mulai bergeser ke segmen 
menengah bawah dan remaja. (Hal. i3)

Rute Jakarta—Jeddah: Per kem bangan 
pasar penum pang pesawat di rute Ja  karta-
Jeddah dinilai lambat. (Hal. i4)

Eceran: Rp5.900
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INSPIRASI BISNIS
Bisnis Indonesia seminggu sekali me nyajikan  

sepak terjang para pelaku bisnis, kegagalan 
dan kisah suk ses mereka. 

Koran ini me nam pilkan se jum lah to koh bisnis 
yang membe rikan sum bangan 

sekaligus me war nai 
per kem bang  an bisnis 
dan eko nomi di Indone-
sia. 

Un tuk edi si ka  li ini 
Bisnis me   mi lih Rudy 

Hadisuwarno, pendiri 
dan  pemilik PT Rudy 

Hadisuwarno. La  -
por an seleng kap -

nya  s i  la  kan 
 si  mak di Hal. 

10. 
Se la mat 

mem   baca.

• Redaksi

Pertamina 'kebobolan'
Proyek modernisasi pabrik pelumas inefisien US$500 juta

OLEH NURBAITI 

& APRILIAN HERMAWAN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Per-
tamina (Persero) diper-
hitungkan mengalami 

kerugian lebih dari 
US$500 juta atas me-
lesetnya target keeko-

nomian proyek investasi 
modernisasi lube oil 

blending plant Gresik.

Nilai kerugian tersebut terung-
kap dalam memorandum kepala 
Satuan Pengawasan Internal Per-
tamina No. R-081/J00000/2010-
50 tertanggal 29 Agustus 2010. 

Memorandum yang diteken 
oleh Kepala Satuan Pengawasan 
Internal Pertamina L. Budi Djat-
miko tersebut ditujukan kepada 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina.

ìTarge t keekonomian sulit di-
capai karena rancangan awal dan 
beberapa unit tidak dapat diutili-
sasi secara optimal. Perolehan 
nilai investasi payback period 
tidak sesuai dengan rencana ka-
rena realisasi p roduksi di bawah 
kapasitas desain,” ungkap memo 
yang diperoleh Bisnis kemarin.

Pertamina pada 19 April 2007 
menunjuk PT Rekayasa Industri 
(Rekind) untuk menggarap 
proyek modernisasi LOBP Gresik 
dengan target jangka waktu pe-
kerjaan 12 bulan. Proyek LOBP 
tersebut dimulai pada 25 April 
2007 dan diresmikan oleh Men-
teri ESDM Purnomo Yus-giantoro 
pada 8 Juli 2009.

Rekind adalah BUMN dengan 
bisnis inti di bidang engineering, 
procurement, construction and 
commissioning,  yang mencakup 
antara lain pembangunan pabrik 
pupuk, kilang minyak, gas com-
pressor, serta pembangkit listrik.

Pada awalnya, proyek mo -
dernisasi bertujuan mendorong 
Unit Produksi Pertamina Gersik 
menghasilkan pelumas 3.382 
kl/1 shift/ bulan dalam kemasan 
botol plastik lithos dan 5.150 kl/1 
shift/bulan dalam kemasan 
drum. 

Selain memenuhi kebutuhan 
pasar pelumas domestik khusus-
nya di wilayah Kawasan Timur 
Indonesia, modernisasi UPP Gre-
sik ini juga untuk mendukung 
ekspansi pasar Pertamina ke Asia 
Pasifik.

LOBP Gresik dirancang memi-
liki kapasitas produksi sebesar 
65.000 kl/1 shift/tahun. Untuk  
proses blending dilakukan secara 
otomatis dengan sistem in line 
blending dan automatic batch 
blending. Kapasitas timbun terdi-
ri dua buah yakni untuk bahan 
baku (base oil dan aditive) sebe-
sar 14.000 kl dan produk akhir 
sebesar 1.800 kl. 

Akan tetapi, memo tersebut 
menilai Rekind gagal memba-
ngun proyek modernisasi LOBP 
sesuai dengan spesifikasi yang 
ditentukan oleh Pertamina. 
Kapasitas produksi yang tercapai 
hanya 58% dari kapasitas pro-
duksi yang ditentukan oleh Per-
tamina selaku pemilik proyek.

Beberapa kegagalan yang 
dimaksud a.l. mesin pengisi li-
thos senilai Rp19,7 miliar yang 
dibeli dan dipasang oleh Rekind 
pada proyek tersebut tidak sesuai 
dengan spesifikasi yang ditawar-
kan sebelumnya. 

Mesin tersebut tidak dapat ber-
produksi seperti spesifikasi pe-
nawaran Rekind kepada Perta-
mina. Berdasarkan hasil audit, 
kapasitas mesin maksimum ha-
nya 35,2% dari penawaran 
Rekind.

Satuan Pengawasan Internal 
Pertamina mencatat mesin label 
yang belum stabil. Ini ditandai 
dengan cukup banyaknya lithos 
reject setiap kali produksi karena 
pemasangan stiker yang belum 
tepat dan meloncat-loncat. 

Mesin penutup juga yang 

masih bermasalah karena botol 
sering terjepit, sealing cap kerap 
menyangkut, pengisian luber 
atau botol miring, botol tanpa 
cap seal sehingga mengakibatnya 
cukup banyaknya barang reject 
per produksi. 

Demikian halnya dengan 
robotic loading bottle yang sering 
macet atau terjepit dan memerlu-
kan perbaikan. “Pengisian pro-
duk lithos ke dalam dus pada 
akhirnya lebih sering dilakukan 
secara manual dengan menggu-
nakan tenaga manusia.” 

Untuk mengejar target produk-
si maka mulai Oktober 2009 
hingga Mei 2010, LOBP Gresik 
memberlakukan kebijakan 6 hari 
operasi dalam satu minggu, lebih 
panjang dari target awal yaitu 5 
hari.

Dalam hal keuangan Satuan 
Pengawasan Internal Pertamina 
juga menemukan indikasi korup-
si yang dilakukan oleh oknum 
Rekind.  Indikasi itu a.l. berupa 
kelebihan bayar atas pekerjaan 
sipil yang tidak dilaksanakan se-
nilai Rp751 juta dan adanya pe-
kerjaan tambahan Rp60 juta 

yang seharusnya sudah masuk 
ruang lingkup pekerjaan.

Di sisi lain, terdapat kelebihan 
pembayaran atas pekerjaan 
General Facilities sebesar Rp111 
juta ditambah US$24.148. “Spesi-
fikasi automatic manifold diku-
rangi dan tidak sesuai dengan 
do  kumen penawaran kontrak se -
hingga merugikan Pertamina,” 
jelas memo tersebut.

Untuk itu, satuan pengawas 
telah meminta Direktur Pe -
masaran dan Niaga Pertamina 
memberikan sanksi/peringatan 
kepada petugas yang menan-
datangani berita acara 100% 
pekerjaan selesai atas mesin fill-
ing. Ini termasuk petugas yang 
memasukkan vendor PT Kurma 
ke dalam vendor list yang sebe-
lumnya tidak tercantum dalam 
daftar.

Permintaan lainnya yaitu 
memberikan teguran secara ter-
tulis kepada panitia pengadaan 
pengawas lapangan karena 
kurang cermat dalam melak-
sanakan dan mengawasi peker-
jaan modernisasi LOBP UPP 
Surabaya.

Tagih kembali
Selain itu, satuan tugas juga 

mendesak penagihan kembali 
kepada Rekind sejumlah Rp922 
juta dan US$24.157 atas kele-
bihan pembayaran pekerjaan 
dan/atau memperhitungkan 
kerugian yang terjadi dari 
se lisih harga beberapa pekerja-
an.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Mochammad Harun mengata-
kan setiap proyek di BUMN 
migas tersebut yang sudah sele-
sai memang harus dilakukan 
audit. Pemeriksaan ini bertu-
juan untuk mengetahui ke se-
suaian penyelesaian pekerjaan 
dengan kontrak awal. Selain 
audit keuangan, pemeriksaan 
proyek juga dilakukan dari sisi 
teknis 

“Audit itu dilakukan tidak 
hanya di LOBP Gresik tetapi 
juga seluruh proyek yang sudah 
selesai. Ini harus dicek dulu 
oleh teman-teman auditor,” 
jelasnya saat dimintai keterang-
an.

Ketika ditanya apakah proyek 
LOBP Gresik telah beroperasi 
secara maksimal, dia menja-
wab, “Sejauh ini memang me-
ngalami kendala tetapi masih 
bisa diatasi.”

Saat Bisnis meminta ketera-
ngan dari mantan dirut Rekind 
Triharyo Soesilo yang menger-
jakan proyek tersebut, dia me-
nolak menjelaskan.  “Nanti saja 
saya jawab. Saya tidak leluasa 
kalau lewat telepon,” ujarnya 
yang kini menjabat sebagai 
komisaris di Pertamina.

Anggota Komisi VII DPR 
Satya W. Yudha meminta Per-
tamina membuka secara trans-
paran proyek LOBP agar tidak 
ada dugaan terjadinya conflic of 

interest. Penjelasan itu termasuk 
keterlibatan Rekind dalam proyek 
tersebut, serta posisi salah satu 
komisaris yang juga mantan 
dirut Rekind.   

“Keberadaan yang bersangkut-
an tentunya bisa membantu 
mem buka secara transparan atas 
proyek tersebut,” katanya.

Jika benar terjadi kerugian atas 
proyek di BUMN migas tersebut, 
ujarnya, DPR akan meminta per-
tanggung jawaban kepada pihak 
Rekind.

Pada bagian lain, Satuan 
Pengawasan Internal Pertamina 
menekankan urgensi perenca-
naan dan engineering design 
secara komprehensif. 

Fungsi terkait di Pertamina 
juga diminta melakukan pele-
langan hingga pengawasan kon-
stuksi secara baik, serta melaku-
kan serah terima pekerjaan 
secara profesional. Upaya terse-
but harus dilakukan mengingat 
proyek sejenis akan diaplikasi-
kan untuk UPP Jakarta (ibeth.
nurbaiti@bisnis.co.id/aprilian.her-
mawan@bisnis.co.id)

Proyek investasi modernisasi
pabrik pencampur minyak pelumas Gresik

Net present value (US$ juta) 508,59 5,95 

IRR (%) 75,1 8

Profitability index (%) 19,07 1,23

Disc. payback period 2,13 3,4

*) sesuai studi 
kelayakan

**) setelah pabrik 
pencampur minyak 
pelumas 
berproduksi

Keterangan:
NPV jauh lebih kecil yaitu hanya US$5,95 juta, menunjukkan cash inflow yang akan diperoleh proyek tersebut.

Internal rate of return (IRR) yang lebih kecil yaitu sebesar 8% vs 75,1% dari proyeksi awal

Profitability index hanya sebesar 1,23 menunjukkan perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di 
masa yang akan datang dan nilai investasi

 Keekonomian usulan proyek*) Keekonomian realisasi**)

Kendati secara keseluruhan NPV proyek 
tersebut positif, yaitu US$5,95 juta, sesuai 
kalkulasi terjadi cash flow negatif pada 2020 
jika eskalasi nilai penjualan hanya 5% per 
tahun.

Payback period 
menjadi tidak sesuai 
dengan studi 
kelayakan (lebih lama)

BISNIS/ILHAM NESABANASumber: Memorandum Pertamina No. R-081/J00000/2010-50 

KURS TENGAH VALAS
8 Februari 2011 

EUR 12,112.90

▼ 110.68 (0.91%)
GBP 14,382.75

▼ 96.25 (0.67%)
HKD 1,145.65

▼ 7.77 (0.67%)
JPY (100) 10,839.47

▼ 79.17 (0.73%)

SGD 6,998.73

▼ 40.09 (0.57%)
USD 8,917.00

▼ 58.00 (0.65%)
AUD 9,033.50

▼ 64.09 (0.70%)
THB 290.42

▼ 0.67 (0.23%)
Kurs Bea Masuk 7–13  Febr. 2011, Rp9.030,00/US$

IHSG JBA-25 

LQ45 BISNIS-27 

1/2 7/24/22/2 8/2

29.101,50 29.140,20

3.459,933.442,50

605,13
610,03

295,37 298,72

US$/RpEuro/Rp

9.042,00

8.917,00

12.112,90

12.403,87

1/2 4/2 8/27/22/2

INDEKS SAHAM
8 Februari 2011 

IHSG 3,459.93

▼ 27.77 (0.80%)
BISNIS-27 298.72

▼ 2.07 (0.69%)
Hang Seng  23,484.30

▼ 69.29 (0.29%)
KLSE 1,539.55

▲ 3.95 (0.26%)

*) Posisi tanggal 7 Februari 2011

Nikkei 10,635.98

▲ 43.94 (0.41%)
STI 3,185.36

▼ 6.82 (0.21%)
DJIA*) 12,161.63

▲ 69.48 (0.57%)
FTSE*) 6,051.03

▲ 53.65 (0.89%)

Pertumbuhan 
ekonomi 2010 

melebihi target. Tapi 
sayangnya, aspek 
pemerataan terabai-
kan. Perlu langkah 
konkret untuk mewu-
judkan pemerataan 
a.l. dengan program 
dana bergulir dan 
memprioritaskan 
pendidikan murah. 
(Hal. 11)

TAJUK

Syarat investasi bebas PPh dipermudah
OLEH RUDI ARIFFIANTO

Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah akan 
melonggarkan kriteria industri 
yang memperoleh pembebasan 
pajak penghasilan untuk penana-
man modal di bidang tertentu 
dan daerah tertentu melalui revi-
si PP No. 62/2008 guna memacu 
investasi di Tanah Air.

Kepala Badan Pengkajian Kebi-
jakan Iklim dan Mutu Industri 
Kementerian Perindustrian 
Aryanto Sagala mengungkapkan 
revisi PP 62/2008 yang sedang 
dibahas terutama menyangkut  
kriteria untuk mendapatkan fa-
silitas PPh yang sebelumnya dini-
lai terlalu berat.

Pemerintah akan melonggar-
kan kriteria tersebut agar fasilitas 
yang diberikan benar-benar da-
pat dimanfaatkan oleh investor. 

Bahkan, untuk industri yang be-
nar-benar baru atau belum ada di 
Indonesia, pemerintah tidak me -
netapkan kriteria.
“Kriteria yang dibuat dalam 

PP 62/2008 terlalu berat dan 
tidak bisa dipenuhi badan usaha. 
Sekarang diproses supaya kriteri-
anya dilonggarkan, bahkan un-
tuk yang benar-benar pionir, 
tidak ada kriteria,” katanya ke-
marin.

Perubahan kriteria tersebut, 
tutur Aryanto, antara lain menge-
nai kewajiban jumlah tenaga 
kerja minimal 1.000 orang yang 
sulit dipenuhi karena bidang 
yang diminati merupakan padat 
modal. Untuk itu, kriteria jumlah 
tenaga kerja diciutkan menjadi 
hanya 300 orang. 

“Akan tetapi, investasinya itu 
harus di atas Rp50 miliar. Banyak 
industri kita itu yang padat karya 

sehingga tidak mungkin padat 
modal kita paksakan. Pionir itu 
belum tumbuh dan belum ada di 
Indonesia, seperti mesin teks-
til dan barang modal kan belum 
ada di Indonesia,” ujarnya.

Tambah pos tarif
Aryanto mengungkapkan 

Kemenperin mengusulkan 38 
pos tarif untuk investasi di bidang 
tertentu dan bisa di mana saja, 
bertambah dari hanya 17 pos 
tarif dalam lampiran pertama PP 
62/2008. 

Adapun, dalam lampiran ke-
dua atau investasi di daerah ter-
tentu, Kemenperin mengusulkan 
35 pos tarif atau bertambah dari 
sebelumnya sembilan pos tarif. 
Aryanto belum bersedia meng-
ungkapkan pos tarif dimaksud.

Dia mengakui pembahasan 
revisi PP 62/2008 berjalan sangat 

lambat akibat banyaknya pos 
tarif yang diajukan kementerian 
lain tetapi tidak memenuhi krite-
ria. 

“Akhirnya, prosesnya menjadi 
agak lambat. Target awal Kemen-
perin pada awal 2011 sudah sele-
sai. Akibat lambannya proses, 
kemungkinan paling cepat sele-
sai pada Februari. Kini tinggal 
menunggu dari sektor pertanian 
dan perikanan. Kuartal pertama 
tahun ini seharusnya bisa selesai, 
kalau tidak rencana investasi 
akan terhambat.”

Aryanto mengatakan pemerin-
tah juga berharap bisa menyele-
saikan permasalahan  yang ber-
potensi menghambat masuknya 
investasi ke Indonesia, seperti 
pencabutan batas kenaikan tagi-
han listrik (capping) 18% untuk 
pelanggan industri yang hingga 
kini belum diputuskan. 

“Apabila berbagai masalah ter-
sebut dapat diselesaikan, Ke -
menperin optimistis target per-
tumbuhan industri 6,2% pada 
tahun ini bisa dicapai,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik yang diolah oleh 
Kemenperin, tingkat pertumbuh-
an industri sempat melambat 
menjadi 4,59% pada kuartal 
III/2010, ketika kebijakan penaik-
an tarif dasar listrik diwacana-
kan dan mulai diberlakukan. 
Namun, kinerja industri justru 
melonjak menjadi 6% pada kuar-
tal IV/2010.

Beberapa sektor industri yang 
mengalami pertumbuhan cukup 
tinggi pada kuartal IV, yakni lo-
gam dasar, besi, dan baja 
(10,7%), alat angkut, mesin dan 
peralatan (9,5%), serta tekstil, 
barang kulit dan alas kaki 
(6,8%). (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)
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MEDIASI

ICB kerja sama dengan HIPMI
JAKARTA:  PT Bank ICB Bumiputera Tbk 

menjalin kerja sama dengan Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya  
(HIMPI Jaya)  untuk mempermudah akses 
permodalan bagi anggota lembaga tersebut.

Melalui kerja sama ini, anggota HIPMI 
Jaya sebanyak lebih dari 2.000 bisa dibantu 
permodalan untuk ekspansi bisnis.

Perjanjian kerja sama ditandatangani 
oleh Direktur Bisnis Bank ICB Bumiputera 
Hartono Jap dan Ketua Umum Badan 
Pengurus Daerah HIPMI Jaya Andhika 
Anindyaguna pada 2 Februari. 

•Bank ICB Bumiputera dapat membantu 
untuk meningkatkan wirausaha yang 
dibangun oleh para anggota HIPMI,Ž papar 
Hartono Jap melalui siaran pers, kemarin.

Hartono mengatakan perseroan melayani 
jasa yang diperlukan para pengusaha muda. 
(BISNIS/MMH)

Asbanda dukung wirausaha
JAKARTA: Asosiasi Bank Pembangunan 

Daerah (Asbanda) mendukung Gerakan 
Kewirausahaan Nasional (GKN), untuk men-
dorong tumbuhnya pelaku usaha di daerah.

•Semangat GKN sejalan dengan BPD 
Regional Champion [BRC] yang telah 
dicanangkan Asbanda, dan didukung Bank 
Indonesia,Ž kata Ketua Asbanda Winny 
Erwindia, pekan ini

Menurut dia, GKN akan mendorong 
tumbuhnya pelaku usaha di daerah. Ini 
sejalan dengan semangat yang ada dalam 
BRC. •Karena itu kami akan bekerja keras 
untuk mendukung gerakan ini,Ž lanjutnya.

Dia mengatakan BRC merupakan salah 
satu program yang berasal dari inisiatif BPD 
di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan 
daya saing dan kelembagaan BPD. (BISNIS/YR)
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BMRI BBRI BBTN BBKP PNIN AMAG WOMF VRNA
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5.950 4.825 1.420 570 500 135 485 115
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Bunga dasar 
kredit rupiah 

turun
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Bank pelat 
me rah mencatatkan pe nu-
runan tingkat suku bunga 
dasar kredit (SBDK) rupiah 
mencapai 25 basis poin 
(bps) dalam 1 pekan ter-
akhir. 

Penurunan ini meru-
pakan pertama kali dila ku-
kan bank pemerintah se-
lama 5 pekan terakhir.

“Penurunan tersebut di-
to pang oleh salah satu 
bank pelat merah yang me-
nurunkan SBDK sebesar 
1%,” kata Kepala Biro Hu-
mas BI Di�  A. Johansyah, 
kemarin

Namun, dia mengatakan 
SBDK rupiah perbankan ti-
dak mengalami perubahan 
yaitu tetap pada level 12%. 
Selain itu, lanjutnya, pe-
nurunan SBDK juga terjadi 
pada kelompok kantor ca-
bang bank asing (KCBA) 
sebesar 2 bps.

Untuk ke lom pok BPD, 
ujar Di�  , SBDK rupiah 
meng alami ke naikan se be-
sar 5 bps. Se mentara itu, 
rata-rata suku bunga de-
posito rupiah 1 bulan turun 
sebesar 2 bps menjadi 
6,47%. Penurunan suku 
bu nga deposito ter be sar 
ter jadi pada kelompok 
bank pembangunan dae-
rah  sebesar 12 bps dan 
ke  lom pok bank campuran 
sebesar 1 bps.

“Dengan demikian, 
spread suku bunga rupiah 
naik tipis sebesar 2 bps di-
bandingkan dengan pekan 
sebelumnya menjadi 
5,53%. Hal ini disebabkan 
oleh rata-rata suku bunga 
de  po sito rupiah 1 bulan tu-
run 2 bps sedangkan SBDK 
te tap,” katanya. 

Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo menyambut 
baik langkah bank sentral 
menaikan BI Rate sebesar 
25 basis poin menjadi 
6,75% sebagai respons atas 
kekhawatiran pasar akan 
in�  asi. Kebijakan moneter 
ter sebut seragam dengan 
yang dilakukan oleh bank 
sentral di sejumlah negara 
yang menghadapi ancaman 
in�  asi tinggi.

“Walaupun BI Rate ada 
kenaikan, kami harapkan 
perbankan tidak perlu me-
ningkatkan tingkat bunga 
[kreditnya] karena kita ha-
rus menjaga momentum 
in  dustri keuangan yang 
si  fatnya betul-betul siap 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi,” ujarnya.

Kebijakan moneter 
itu, lanjut Agus, diha-
rap kan mam pu menjaga 
kondisi ekonomi Indonesia  
bergerak dengan baik. 
Lang kah BI juga diyakini 
Agus akan dapat menjaga 
stabilitas tingkat imbal 
hasil (yield) surat ber harga 
negara (SBN) agar tidak 
semakin bergerak naik.

“Dengan BI Rate me-
ning kat, dampaknya ke-
pada yield dari SUN akan 
lebih terjaga sehingga tidak 
perlu meningkat. Kami 
mewaspadai pe ning katan 
yield SUN karena itu akan 
jadi beban APBN.” 

Di�   juga mengungkapkan 
neraca pembayaran Indo-
ne  sia pada triwulan IV 
sur  plus US$11,3 miliar di-
bandingkan dengan sur-
plus pada triwulan se-
be  lumnya sebesar US$7 
mi liar. Pada periode yang 
sama, transaksi modal 
dan � nansial mengalami 
ke naikan surplus hingga 
mencapai US$9,9 miliar.
(07/20/ACHMAD ARIS)

BISNIS/ANDRY  T. KURNIADY

TEKANAN INFLASI: 
Dua karyawan masuk 
ke dalam gedung Bank 
In donesia di Jakarta, be-
be rapa waktu lalu. Bank 
In donesia optimistis in”  asi 
pada akhir tahun akan 
terjaga pada level 5% plus 
minus 1% apabila semua 
pi hak yang berkepentingan 
ber peran aktif melawan 
tekanan eks pektasi in”  asi.  

Investor asing kuasai 36,55% saham BRI
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Porsi kepemilikan  
investor asing pada PT Bank 
Rak yat Indonesia Tbk sa at ini 
mencapai 36,55%. 

Direktur Utama BRI Sofyan Ba-
sir dalam rapat dengar pendapat 
dengan Komisi XI DPR RI yang 
berlangsung Senin malam  me-
nga takan saat ini investor asing 
me miliki porsi kepemilikan se be-
sar 85% dari seluruh saham BRI 
yang dilepas ke publik.

“Saham yang dilepas ke pu-
blik itu sebesar 43%, se dangkan 
sisanya 57% dimiliki pe me rin-
tah,” ujarnya.

Porsi kepemilikan asing itu se-
tara dengan 36,55% dari seluruh 
saham, baik yang dilepas bursa 
atau yang masih dimiliki oleh 
pe merintah. “Yang memiliki sa-
ham BRI itu, pihak asing baik 
individu, perusahaan dan dana 
pensiun,” jelasnya.

Dia menjelaskan investor 
asing mengambil alih saham itu 
lewat melalui penawaran saham 
perdana (initial public offering ) 
maupun pasar sekunder di bur-
sa. 

“Mereka sangat bertahan me-
megang BRI karena dianggap 
masih bluechip,” jelasnya.

BRI melepas saham ke publik 
pada 2003. Saat itu, kepemilikan 
asing pada saham yang di le-
pas kepublik sekitar 55,3%, se-
dangkan sisanya investor dalam 
negeri. 

Setelah itu kepemilikan asing 
terus meningkat sejalan dengan 
harga saham yang makin mahal 
dan dinilai tidak terjangkau un-
tuk investor individual lokal. BRI 
selanjutnya memecah nominal 
saham dengan rasio 1:2 pada 
pertengahan Januari. 

Dia juga mengungkapkan per-
seroan tidak akan menaikkan 
b unga pinjaman apabila Bank 

Indonesia kembali menaikkan 
lagi bunga acuan sebesar 25 basis 
poin menjadi 7% dari level saat 
ini sebesar 6,75%. Pada akhir pe-
kan lalu, BI menaikkan BI Rate 
menjadi 6,75% dari 6,5%.

Namun, Sofyan menilai kena-
ikan BI Rate diatas 50 basis poin 
(bps) akan mendorong suku bu-
nga pinjaman.

Dia menjelaskan kenaikan BI 
Rate sebesar 25 bps pada pekan 
lalu meningkatkan biaya dana 
sebesar 0,11%. Apabila perseroan 
tidak meningkatkan bunga kre-
dit, tuturnya,  margin bunga 
ber  sih (net interest margin) 
akan tergerus 0,1%. “Untuk 
me   minimalisasi penurunan 
NIM, struktur dana terus dija ga 
dan terus meningkatkan peng-
himpunan dana murah,” kata 
dia.

Menurut dia, ini yang menjadi 
alasan BRI terus berekspansi di-
per kotaan, yakni untuk meng-

himpun dana murah dari ma-
syarakat kota yang akan dialirkan 
menjadi kredit usaha mikro kecil 
dan menengah di perdesaan. 
“Yang punya uang itu orang kota 
sedangkan yang perlu  kredit itu 
orang desa,” jelas dia. 

Sofyan juga memastikan BRI 
tidak akan menyerap pelepasan 
saham terbatas (rights issue) 
yang digelar oleh PT Bank Bu-
kopin Tbk. 

Dia mengatakan dari awal 
pihaknya menginginkan untuk 
mengakuisisi 51% saham Bank 
Bukopin. Namun, keinginan ter-
sebut terkendala mengingat Bu-
kopin memilih untuk melakukan 
rights issue. 

“Terkait dengan Bukopin ni-
at nya memang akuisisi dan su-
dah mendapat izin dari Men-
teri BUMN. Tapi memang 
me reka  [Bukopin] tidak ingin 
di akuisisi oleh bank BUMN dan 
lebih memilih rights issue. Jadi 

kami pastikan tidak akan ikut 
dalam rights issue,” katanya.

Sofyan beralasan besarnya ke-
inginan BRI untuk mengakuisisi 
Bukopin supaya bank tersebut 
tidak dikuasai oleh asing. Ke-
putusan Bukopin yang memilih 
rights issue, lanjutnya, akan 
mem buka peluang bagi semua 
pihak untuk memiliki bank ter-
se but. 

Dia mengaku saat ini perseroan 
fokus mengembangkan PT Bank 
Agroniaga Tbk.  BRI menguasai 
sebesar 76% saham Bank Agro. 
Sisanya sebesar 14% kepemilikan 
saham Bank Agro dimiliki oleh 
Dana Pensiun Perkebunan (Da-
pen bun) dan masyarakat sebesar 
10%.

“Sektor bisnis kami [Bank BRI 
dan Bank Agro] sama, jadi ke 
depan kami lebih fokus untuk 
mengembangkan Bank Agro su-
paya di pasar nanti kami tidak 
ter hantam,” katanya. (07/20)

Mutiara emisi subdebt  Rp1 triliun
OLEH M. MUNIR HAIKAL

Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Bank 
Mutiara Tbk (dulu Bank 

Century) berencana 
menerbitkan obligasi 
subordinasi sebesar 

Rp500 miliar hingga Rp1 
triliun dengan tenor 5 
tahun hingga 7 tahun.

Direktur Treasury Bank Mutiara 
Ahmad Fajar memaparkan melalui 
aksi korporasi yang diperkirakan 
berlangsung pada pertengahan 
ta hun depan,  perseroan mem per-
kirakan rasio kecukupan modal 
(capital adequacy ratio/CAR) 
akan tumbuh pada level antara 
12% hingga 15%.

Saat ini, lanjut dia, CAR Bank 
Mutiara berada pada level 11,69% 
namun akan tergerus karena per-
seroan menggelar ekspansi kre-
dit.

“Terkait dengan aksi korporasi 
ini, kami menargetkan perolehan 
dana subdebt dengan kisaran te-
rendah Rp500 miliar sampai de-

ngan Rp1 triliun. Tentunya kami 
berharap dapat memperoleh da-
na secara maksimal,” ujarnya ke-
marin.

Dia memperkirakan dengan 
meng acu perolehan dana mak si-
mal melalui subdebt sebesar Rp1 
triliun, akan menyumbang modal 
tier II perseroan senilai Rp500 
miliar. 

“Kalau kondisi pasar bagus, 
sub debt dapat terserap secara 
mak simal. Artinya sebesar 50% 
dari hasil penerbitan subdebt, ber-
da sarkan aturan Bank Indonesia 
akan masuk sebagai modal pen-
dukung [ tier II],” katanya.

Dia menjelaskan perseroan 
akan memulai proses penerbitan 
sub debt pada Maret 2012 sa lah 
satunya terkait dengan pe nun-
jukan penjamin emisi.

Dengan sub debt, je las nya, per-
seroan mampu memenuhi ke-
tentuan permodalan sesuai dengan 
Basel III yang akan berlaku pada 
2013. Dalam ketentuan Basel III 
diatur mengenai CAR minimal 
bank sebesar 10,5%.

Selain subdebt, saat ini per-
seroan juga mengkaji ke mung-
kinan untuk menggelar pe-

nerbitan saham baru ( rights 
issue). 

“Opsi melakukan rights issue 
memang sejauh ini masih dalam 
kajian. Tapi dari sisi biaya me-
mang lebih murah,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Mutiara 
Maryono mengatakan pada 2013, 
modal perseroan diproyeksikan 
bisa mencapai Rp2 triliun dengan 
mengakumulasi laba. “Mengacu 
kepada price to book value  [PBV] 
sebesar 3,4 kali sesuai dengan 
rata-rata industri perbankan, biaya 

penyehatan bisa dikembalikan 
apa bila didivestasi.”

Penyelamatan Bank Mutiara 
oleh pemerintah menelan biaya 
Rp6,7 triliun sehingga Lembaga 
Penjamin Simpanan saat ini me-
ngendalikan 99,96% saham bank 
tersebut.

Maryono juga menjelaskan per-
se roan menargetkan pertumbuhan 
kredit sebesar 57% sehingga bisa 
mencapai Rp9,9 triliun pada tahun 
ini. Pertumbuhan tersebut akan 
ditopang oleh sektor pembiayaan 

pada usaha kecil menengah 
(UKM) dan konsumer.

“Kami menargetkan per tum-
buhan kredit tahun ini mencapai 
Rp9,9 triliun, tumbuh 57% di ban-
dingkan dengan realisasi se pan-
jang 2010 sebesar Rp6,3 tril iun.” 

Dia mengungkapkan kredit un  -
tuk sektor UKM ditargetkan se    be-
sar Rp2,5 triliun dan pada sek  tor 
konsumer mencapai Rp1,1 tri li un.

Peningkatan kredit tersebut, 
jelas Maryono, merupakan strategi 
perseroan untuk meningkatkan 
margin bunga bersih ( net interest 
margin/NIM) yang saat ini berada 
pada posisi 1,21%.

“Meningkatkan NIM bukan 
berar ti menaikkan suku bunga 
kredit, tapi lebih pada strategi 
e� siensi,” jelasnya.

Kredit Bank Mutiara sepanjang 
2010 tercatat sebesar Rp6,307 tri-
liun atau meningkat 30% dari pe-
riode sebelumnya Rp4,864 triliun. 
Dari sisi aset, hingga Desember  
2010 perseroan mencatatkan 
per   tumbuhan sebesar 43% 
atau menjadi Rp10,76 triliun di-
ban dingkan dengan tahun se-
belumnya senilai Rp7,53 triliun. 
(07)  (munir.haikal@bisnis.co.id ) 

BISNIS/PAULUS TANDI BONE

TUNGGU REGULASI: Seorang karyawati melayani na-
sa bah di salah satu bank BUMN di Makassar, Sulawesi Se-
latan, belum lama ini. Menurut Deputi Bidang Usaha Jasa 
Kementerian BUMN Parikesit Suprapto, realisasi pem-

bentukan induk usaha virtual bank BUMN masih menunggu 
rampungnya landasan regulasi yang saat ini  dibahas di Biro 
Hukum Kementerian BUMN. 

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Program 
pem bentukan induk usaha 
virtual ( virtual holding ) 
perbankan BUMN masih 
belum berjalan hingga 
awal bulan ini.

Deputi Bidang Usaha 
Ja sa Parikesit Suprapto 
me ngatakan hingga saat 
ini Surat Keputusan (SK) 
Menteri BUMN terkait 
pe laksanaan tersebut ma-
sih belum ada dan da-
lam pembahasan di Biro 
Hukum Kementerian 
BUMN.

“Isi [berkas atau pe-
do man virtual holding ] 
ma sih dibahas dengan 
Biro Hukum. Masih te-
rus dibicarakan.  Kami 
inginnya seperti apa, lalu 
bahasa hukumnya harus 
seperti apa, jadi tidak bi-
sa sebentar,” ujarnya ke-
ma rin

Parikesit me mas tikan 
SK tersebut akan selesai 
pada bulan ini. Selain 
itu, untuk ke tua Komite 
Kebijakan Per bankan, na-
ma virtual holding juga 
akan segera ditunjuk. 

Namun, lanjutnya, ke-
mungkinan akan di luar 
dari 4 komisaris utama 
bank-bank pelat merah.

“Ketua juga belum di-
tunjuk. Bukan salah satu 
dari empat komisaris uta-
ma yang ada, tapi diluar 
itu. Kemungkinan dari Ke-
menterian BUMN, mung-
kin salah satu deputi, 
mung kin juga yang lain. 

Tetapi Februari semua se-
lesai,” tegasnya.

Konsep dari virtual hol-
ding adalah untuk men-
jalankan fungsi-fungsi 
se  bagai perusahaan in-
duk. Namun, virtual 
hol ding ini tidak akan 
me ngendalikan saham 
em pat bank BUMN yang 
dibawahinya. 

Hal ini dilakukan un-
tuk mempermudah ko-
or dinasi di antara empat 
bank BUMN yang ada, 
yakni PT  Bank Mandiri 
Tbk, PT Bank Negara In-
donesia Tbk (BNI), PT 
Bank Rakyat Indonesia 
Tbk (BRI), dan PT Bank 
Tabungan Negara Tbk 
(BTN).

Parikesit juga men-
je   laskan keempat bank 
ter  sebut sudah ber sta-
tus perusahaan ter bu ka 
dan memiliki core bu si-
ness berbeda se hingga 
mem bentuk vir tual hol-
ding menjadi pi lihan se-
bagai upaya men jalankan 
ketentuan BI mengenai 
ke  pemilikan tunggal atas 
bank (single presence po-
licy/SPP).

Sejauh ini BI memberi 
ke longgaran kepada pe-
merintah untuk me ne rap-
kan kebijakan SPP. 

Ke tika pemegang sa-
ham bank swasta di beri 
tenggat hingga akhir ta-
hun ini untuk me lak-
sanakan kebijakan ter-
se but, pemerintah di be ri 
kelonggaran hingga akhir 
2012. (05)

Virtual holding  
tuntas bulan ini

Biaya penyehatan Rp6,7 triliun bisa kembali

Kinerja
PT Bank

Mutiara Tbk
(Rp miliar)

Laba 265,5 205,8

Ekuitas 569 762

Dana pihak ketiga 5.949 8.900

Aset 7.531 10.767

 2009 2010

BISNIS/ILHAM NESABANASumber: Bank Mutiara


